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BAB 4 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai 

Besar Pengawas Obat dan Minuman (BBPOM) di Surabaya yang 

dilaksanakan secara daring, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat memberikan gambaran 

kepada calon apoteker tentang bagaimana peran, tugas dan fungsi 

apoteker di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).  

2.  Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat membekali calon apoteker 

agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup serta 

keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan 

kefarmasian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). 

3. Kegiatan PKPA di BBPOM Surabaya dapat mempersiapkan calon 

apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang 

profesional terutama terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Balai 

Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Surabaya secara daring maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan pembaharuan (upgrade) pada sistem aplikasi software 

BPOM dengan dilakukannya penggabungan dimana dalam satu 

aplikasi tersebut sudah memuat semua menu (opsi) yang umumnya 

diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik pelaku usaha 

maupun non pelaku usaha sehingga tidak perlu mengakses dari laman 
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link atau website yang berbeda-beda selain itu, dapat  memberikan 

kemudahan untuk pengguna aplikasi dari BPOM agar menjadi lebih 

efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh masyarakat yang 

menggunakan aplikasi BPOM. 

2.  Perlu dilakukan peningkatan perihal pemberian informasi kepada 

masyarakat terkait problematika yang sedang terjadi saat ini, dengan 

melakukan iklan dalam bentuk animasi yang dapat ditayangkan di 

televisi maupun media sosial BPOM. Pada anggota masyarakat yang 

berdomisili jauh dari perkotaan, informasi dapat disajikan melalui 

pemajangan spanduk atau poster serta dapat dilakukan melalui metode 

penyuluhan atau sosialisasi. 

3. Dapat dilakukan penambahan waktu untuk sesi tanya jawab pada saat 

penyampaian materi. 
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